
A. Latar Belakang Masalah. 

BAB I 

PENDAI-IULUAN 

Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan, tidak clapat 

dipisahkan clengan hadirnya aktivitas, legalitas clan mobilitas orang asing eli 

Indonesia. Sebagai negara yang memiliki posi si strategi s dalam pergaulan 

intemasional , baik clari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan 

keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehacliran orang asing eli 

Indonesia, eli samping telah memberikan pengaruh positif clengan contoh 

memberi pemasuka untuk negara Indonesia clari sektor ekonomi pariwisata 

dan lain-lain , juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya 

ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran 

gelap, penyelundupan orang, perclagangan anak dan wanita yang berdimensi 

internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional eli bidang 

termisme, narkotika, pencucian uang, penyelundupan dan lain-bin. 

Hukum Internasional mernberikan hak dan wewenang kepada semua 

negara untuk, menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan 

yang terjadi eli dalarn wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa 

setiap negara berhak untuk rnerumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara 

baik orang, benda rnaupun perbuatan yang terjadi eli wilayahnya. Pengaturan 

terhadap lalu lintas antar negara yang rnenyangkut orang eli suatu wilayah 
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negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian ya ng bcrl aku eli setiap 

negara memiliki sifat universal maupun kekhususan mas111g-masmg negara 

sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. 1 

Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keaclaan yang 

ditandai dengan tetjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib clan 

tegaknya hukum setia terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat, dan ketertiban masyarakat adalah suatu 

kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang 

ditandai oleh terjami1mya keamanan, ketertiban, clan tegaknya hukum serta 

terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta 

mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 2 

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan 

masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah eli bidang keimigrasian 

menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip 

selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing ycmg dapat 

memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik 

Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak 

bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1 Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Jnstrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan 
Negara di Bidang Keimigrasian, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004, hlm. 31. 

2 Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000, 
Lembang: Sanyata Sumasana Wira, hlm. 23. 
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1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wi laya h Indonesia, dan 

untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa peri zinan yang diberikan 

kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indones ia. 3 

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menj aga 

kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara 

kepulauan terbesar di dunia yang mempunym 17.508 . pulau. Kepulauan 

Indonesia terbentang antara 6 deraja t garis lintang utara sampai 11 deraj at 

garis lintang selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur 

serta terlctak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi 

strategis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteri stik kebudayaan, 

sosial, politik dan ekonomi . Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 

mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara 

pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menj adi 1,9 juta mil 

. 4 
perseg1. 

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap 

negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk 

maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, 

keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting 

dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara eli dalam wilayah 

tentorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki 

3 Muhammad lndra, .Perspektif Penegakan Hukum da/am Sistem Hukum 
Keimigrasian Indonesia ., Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas 
Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008, hlm.2. 

4 Yudha Bhakti, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 2003, 
him. 19-17. 
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wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum nega ra tersebut sebagaimana 

halnya warga itu sendiri 5 

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunym tujuan untuk 

mensejahterakan rakyatnya, hal 1111 harus di wujudkan. Adanya perlindungan 

segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan kete1tiban 

dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek 

keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan 

implementasi tugas-tugas ke1migrasian secara operasional. Jika dikaji dasar 

pe1timbangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, maka 

pengaturan dan pelayanan eli bidang keimigrasian merupakan hak dan 

kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.6 

Selanjutnya negara Indonesia untuk mei1Jaga keamanan dalam 

negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar 

da1i Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih 

berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib 

memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan eli bidang 

keimigrasian. 

Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap kegiatan orang asmg eli 

Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah 

5 Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keirnigrasia 
6 Bagir Manan, .Hukum Keirnigrasian dalam Sistem Hukum Nasional., disampaikan 

dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta , 14 Januari 2000, him. 7. 
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keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses 

pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan . Pada 

awalnya pelaksanaan pengawasan han ya dilakukan terhadap orang asing saj a, 

akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin 

kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, terrnasuk juga terhadap 

Warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan 

pemalsuan dokumen pe1jalanan. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi 

penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan 

eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum 

keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. 7 

Menmut Muhammad lndra .d i lihat cLni sudut fungsi hukum 

keimigrasian tersebut, hukum keimigrasian tidak hanya otonom bergerak 

dalam lingkup hukum administrasi negara, namun juga bersinggungan dan 

bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum ekonomi, hukum 

intemasional dan hukum pidana. 

Keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan kedaulatan negara 

yang merupakan hak suatu negara untuk mengizinkan ataupun melarang 

orang asing untuk masuk ataupun tidak. Seorang asing yang memasuki 

wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana 

halnya warga negara itu sendiri.8 

7 Muhammad Indra, Op. Cit., hlm. 4. 
8 J.G. Starke, Pengantar Hukum Jnternasional, Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 
2000), him. 210. 
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Indonesia dengan status apapun juga, baik dalam kapas itasnya sebagai 

diplomat, dinas maupun bi asa, baik dewasa maupun anak-anak, di waj ibkan 

memili ki izin keimigrasian ta npa kecuali . Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) 

Undang Undang Keimigrasian maupun Pasal 27 bagian pertama Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, lzin Masuk, dan Izin 

Keimigrasian (selanjutnya di sebut dengan PP No. 32/1 994) diatur secara j elas 

tentang j eni s izin keimigrasian yang terdiri dari izin singgah, izin kunjungan, 

iz in tinggal terbatas, dan izin tingal tetap. 

Orang asing yang datang ke Indones ia dan memiliki izin keimigras ian, 

hanya dapat tinggal eli Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin 

keimigrasiannya tersebut. Apabila orang asing yang datang ke Indonesia 

tersebut izin keimigrasiannya habis mas:i berl akunya dan masih berada dalam 

wilayah Indonesia melampaui waktu ticl ak lebih dari 60 ( enam puluh) hari 

dari izin keimigrasian yang diherikan, dikenakan biaya beban, seclangkan 

orang asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berl aku clan 

masih beracla cl alam wilayah Indonesia melampaui 60 ( enam puluh) hari dari 

batas waktu izin yang cliberikan, maka orang asing tersebut aka r~ clikenakan 

piclana clengan piclana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau clencla paling 

banyak Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah). Keberadaan orang 

asing eli wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yang 

dikenal juga dalarn bidang keimigrasian dengan istilah overstay. 

Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran 

terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, 
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meskipun undang-undang keimi grasian tel ah memberikan sanksi pidana yang 

tegas. Batas waktu keberadaaan orang asing diperlukan aga r esensi 

kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan 

orang asing tersebut harus jelas agar ticlak merugikan kepentingan rakyat dan 

negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi , sosial budaya, keamanan, 

maupun politik. 

Kebijakan nasional yang secm·a selektif menentukan orang asing yang 

mana saja boleh masuk ke Indonesia dan sanksi hukum apn saja yang 

dikenakan terhaclap ketentuan ya ng mengatur mengenai hal-hal yang harus 

dipatuhi selama warga negara asing tersebut berada eli Indones ia. Selain itu 

hukum keimi grasi an sebagai himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib 

orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan 

pengawasan orang-orang yang berada eli wilayah Indonesia.9 

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut adalah clalam rangka 

menunJang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan misional, 

kedaulatan negara, keamanan clan ketetiiban umum, setia kewaspaclaan 

terhadap segala dampak negatif yar!.g timbul akibat perlintasan orang antar 

negara. Keberadaan dan kegiatan orang asing eli wilayah Indonesia perlu 

diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan 

keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Langkah 

pengawasan tersebut pada dasamya juga diikuti dengan penindakan 

keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat clan tepat atas 

9 Abdullah Syahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta: Grafika 
Indonesia. hlm. 58 . 

Pelanggaran Oleh Warga..., Diana Fitriana, Fakultas Hukum 2012



.. -

8 

setiap pelanggaran keimigrasian yang dil akukan oleh orang as ing yang berada 

eli Indonesia. 10 

Perkembangan kebijakan keimigrasian baik dari aspek pengaturan cl an 

penegakan hukum yang terjacli selama ini secara simultan telah dirasakan 

perlu upaya untuk memperbaharui berbagai peraturan perunclang-undangan eli 

bidang keimi grasian sesuai clengan menjamin kepastian, keadilan dan 

kemanfaatannya. Pelanggaran hukum keimigrasian semakin meningkat setiap 

tahUJmya, ini rnencenninkan rnasih adanya kel emahan dalam penegakan 

hukum keirnigrasian clan khususnya yang berkenaan clengan pengawasan lal u 

lintas orang yan g keluar clan masuk Indonesia, kelemahan-kel emahan 

penegakan hukurn cla larn bidang keimigrasian te<-sebut apabila tid ak segera 

cliatasi atau ditanggulangi rnaka dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat 

eli dalam negeri maupun orang asing terhadap sistem hukum Indonesia. 

Hubungan timbal balik antara mateti perundang-undangan , aparat 

penegak hukum dengan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat sangat 

erat, ketiga elemen itu harus berfungsi dengan baik, sehingga citra dan 

wibawa hukum dapat terwujud. Proses penegakan hukum keimigrasian, 

pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran 

diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada 

kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi . Untuk itu perlu ada batasan dan 

kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh 

yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, 

10 Muhammad Indra, Op.Cit. , him. 38. 
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sehingga tidak lagi digantungkan pada penil aian pejabat imigrasi tetapi 

didasarkan sistem a tau peraturan perundang-undangan dengan 

memperhat ikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, 

efektif dan efi sien. 

Harus diakui bahwa kedatang para pelaku asmg eli tanah mr ikut 

memiliki dampak positif bagi pertumbungan investasi . Meskipun hal m1 

menjadi hal yang positif untuk dikembangkan 1nasih saJa ada para pelaku 

pelanggaran yang cl apat· merugikan Negara ini. Baik itu clilakukan oleh warga 

lokal maupun Warga Negara Asing. 

Tzin yang diberikan kepada setiap Warga Negara Asing yang hendak 

masuk a tau memiliki tujuan ke Indones ia harus sesuai clan mengikuti · 

peraturan yang berlaku eli Negara ini , izin masuk ini memiliki berbagai 

macam persyaratan, ticl ak muclah atau bi sa seenaknya m asuk ke Indonesia 

tanpa tujuan yang jelas. Hal ini harus eli berl akukan agar warga negara asing 

dapat menghargai atau menghormati Negara kita dengan mengikuti semua 

peraturan yang ada seperti mereka menghargai dan mengikuti peraturan 

negara mereka sendiri . Segala bentuk pelanggaran atau tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh Warga Negara Asing tidak dibenarkan dan akan mendapatkan 

sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Izin masuk Warga N egara Asing ke 

Indonesia dapat menjadi celah akan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan 

tujuan yang terlampir. Hanya dengan menggunakan izin atau visa dengan 

contoh visa kunjungan mereka (Warga Negara Asing) dapat dengan mudah 

masuk ke Indonesia dan melakukan berbagai hal sesuai dengan kebutuhan 
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yang mereka inginkan, dalam hal ini rentan akan te1j adi nya suatu 

penyalahgunaan, mereka menggunakan visa kunjungan wisata namun mereka 

melakukan kegiatan usaha di negara kita, hal ini jelas sebagai bentuk 

pelanggaran. 

Pem1asalahan yang akan menjadi latar belakang clari materi skripsi ini 

adalah berkaitan dengan keluarnya amar putusan Pengadilan Negeri Mataram 

dengan No.Sl /PID.B/2007/PN.MTR tanggal 03 Mei 2007 clengan Terdakwa 

Werner Willy Versluys dengan jenis kelami11 laki-laki berkebangsaan Belgia, 

Terdakwa clituntut karena clengan sengaja menyalahgunakan atau meiakukan 

kegiatan yang ticlak sesuai clengan maksud pembe1ian izin keimigras ian yang 

cliberikan kepaclanya. Terclakwa aclalah Direktur Utama PT. Lombok Karang 

Laut Lestari yang bergerak dibiclang jasa Perhotelan, Restaurant dan Rekreasi 

berclasarkan Akte Penclirian Perseroan Terbatas Nomor 1 (satu) tanggal 8 Mei 

2002 pada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Nengah Sukma 

Mulyawan, SH, selanjutnya clengan syarat-syarat jenis usaha tersebut 

kemudian Terclakwa memperoleh Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan 

clengan jenis usaha seperti yang telah clisebutkan tersebut Terdakwa 

memperoleh perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KIT AS). 

Terdakwa selaku pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KIT AS) 

dengan jenis usaha Jasa Perhotelan, Restaurant dan Rekreasi tersebut pada 

kenyataannya Terdakwa melakukan atau mengerjakan bidang usaha yang 

lain, yaitu dibidang usaha J asa Property dan Konsultan Konstruksi sedangkan 

Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Terdakwa selaku Direktur Utama PT. 
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Lombok Karang Laut Lestari yang bergerak el i bic! ang usaha Jasa Perhotelan, 

Restaurant dan Rekreas i. 

Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa Kartu lj in Tingga l Terbatas 

(KITAS) yang climilikinya aclalah untuk jeni s usaha Jasa Perhotelan, 

Restaurant dan Rekreasi tetapi malah dipergunakan untuk kegiatan usaha lain 

yaitu Jasa Property d_an Konsultan Konstruksi antara lain melakukan 

pekerjaan proyek bangunan di BTN Green Valley Batu Bolong Batu Layar. 

Perbuatan Terdakwa sebaga imana cliatur dan di ancam pidana 

melanggar Pasal 50 Undang-Unc! ang Nomor 9 Tahun 1992 ten tang 

Keimigrasian, dan kemudian Terclakwa ditahan oleh penyidik pada tanggal 22 

Januari 2007 dan di aclili di persidangan Pengaclil an Negeri Mataram, dan 

telah menajalani proses persidangan hingga kemudian pada tangga l 03 Mei 

2007 keluarlah Putusan dari Pengadil an Negeri Mataram No. 

81/Pid.B/2007/PN.Mtrrn yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa 

terdakwa W erner Willy Versluys, terbukti melakukan perbuatan 

pelanggaran administrasi, akan tetapi bukan merupakan perbuatan 

pidana. Karena itu, rnenurut putusan hakim W erner Willy Versluys harus 

dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa dibebaskan dari tahanan 

serta rnengembalikan hak-hak terdakwa dalam kemarnpuan kecludukan dan 

harkat serta martabatnya. 

Setelah putusan ini diterbitkan, pihak Jaksa atau Penuntut Urnum pada 

Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan Kasasi kepada 

Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Mei 2007 yang dalarn dasar 
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memori kasasinya menyatakan putusan yang telah dikeluarkan o leh 

Pengadilan Negeri Mataram salah dalam menerapkan hukum atau 

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang terdapat dalam pasa l 

253 ayat (I) humf a KUHAP dan Judex facti atau majelis hakim dianggap 

tidak mempe1timbangkan fakta-fakta clan bukti-bukti yang terungkap dalam 

persiclangan. 

Alasan clan tuntutan yang telah cliuraikan cliatas maka kasus diatas 

dinilai ticlak sempurna karena hukum yang berlaku ticlak cliterapkan atau 

cliterapkan ticlak sebagaimana mestinya. Hal ini yang memicu diajukannya 

kasasi ditingkat Mahkamah Agung. Maka dari itu cliharapkan kasasi ini dapat 

membantu terbuka nya jalan menuju penegakan hukum yang aclil seadil­

adilnya eli Incloesia, mengingat kasus ini clilakukan oleh Warga Negara Asing 

clan patut kiranya diberi sanksi hukuman yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar tidak menjacli contoh buruk bagi 

Warga Negara Asing lainnya, clan clapat dijaclikan pembelajaran bagi Warga 

Negara Asing lainnya untuk tidak melakukan hal yang dilanggar atau 

mentaati peraturan Negar8. Republik Indonesia. 

Adanya kejadian atau kasus seperti contoh diatas menjadi suatu 

pekerjaan tambahan untuk Pejabat Imigrasi agar lebih ketat lagi dalam 

pengawasan serta pemberian Izin, karena ticlak semua Warga Negara Asing 

yang hendak masuk ke Indonesia memiliki tujuan yang baik dan tidak 

melanggar semua ketentuan atau peraturan yang telah dibuat oleh negara 

Indonesia, dikarenakan mudahnya masuk ke Indonesia menjadikan celah 
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untuk mereka berbuat kejahatan di Indonesia. Hal ini tentu saja akan sangat 

merugikan bagi Indonesia dan masa depan generasi bangsa. 

Untuk itu penulis sebagai mahasiswi hukum semester akhir di 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sangat tertarik untuk mengangkat 

kasus ini untuk dijadikan bahan skripsi penulis, segala sesuatunya baik 

berupa dokumen atau salinan putusan telah penulis persiapkan untuk 

melengkapi kajian skripsi ini. Semoga hal ini dapat menjadikan serta 

membawa dan mendapatkan gelar sarjana hukum yang penulis cita-citakan, 

dan dapat menjadi Ilmu yang manfaat untuk penulis dan generasi selanjutnya 

kelak. 

B. ldentifikasi dan Rumusan Masalah. 

Melihat dari uraian latar belakang masalah diatas maka yang akan 

menjadi masalah dalam kasus ini adalah penulis mendapatkan bagaimana 

tidak cermatnya penanganan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri 

Mataram terhadap kasus yang terjadi ini mengingat sudah sampai pada tahap 

kasasi Mahkamah Agung. Dan kurang tepatnya Majelis hakim Mahkamah 

Agung dalam memberikan sanksi atau penjatuhan pidana penjara kepada 

terdakwa dan tanpa mempertimbangkan tuntutan J aksa a tau Penuntut Urn urn. 

Bagaimana seharusnya pemerintah yang diwakili oleh aparat penegak 

hukumnya menyikapi kasus ini untuk memberikan putusan yang adil. Warga 

Negara Asing sering melakukan pelanggaran keimigrasian bukan menjadi 

obyek penelitian ini . Maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin keimigrasian 

dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh Instansi yang terkait 

khususnya bidang Keimigrasian ? 

2. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusannya terkait 

pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, 

apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, 

kemanfaatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ? 

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum khususnya mengenai 

izin keimigrasian dan dasar-dasar penjatuhan pidana terhadap 

pelanggaran izin keimigrasian di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh 

hakim untuk menjerat pelaku pelanggaran izin keimigrasian yang 

dilakukan oleh WNA, apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan, 

kepastian hukum, kemanfaatan berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

2. Manfaat Penelitian : 

a. Kegunaan Teoritis. 

Kegunaan skripsi ini setidaknya menambah khazanah ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum. Penelitian ini juga memperluas 

wawasan sejauh mana peraturan yang berkaitan dengan keberadaan 

dan kegiatan Warga N egara Asing yang berada di Indonesia. 
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Penanganan pihak berwajib apabila menghadapi kasus seperti mt. 

Menambah wawasan ilmu hukum khususnya eli bidang Keimigrasian. 

b. Manfaat Praktis. 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, bagi penuli s yaitu 

sebaga i salah satu sya rat memperoleh gelar sarj ana hukum . Has il 

peneliti an 1111 sekali gus c!apat menj ac!i bahan masukan bagi 

pemerintah, aparat penegak hukum, prakti si hukum, dan masya rakat. 

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran. 

1. Kerangka Tcoritis. 

Kerangka teoritis merup akan stJatu kerangka berfikir sebagai dasar dan 

pec!oman dalam melaksanakan peneliti an. Sehingga dalam peneliti an 

tersebut akan mengarah kepac!a tujuan peneliti an yang di harapkan, dengan 

batasan ynng sudah eli tetapkan pula. Dengan elemikian kerangka berfikir 

tielak terlepas dengan penggunaan teori-teori yang beela kaitannya elengan 

masalahh yang di bahas nantinya. Untuk itulah perlunya elefinisi-elefinisi 

atau pengertian tentang teori-te01i, sebelum kita inelakukan suatu 

peneliti an ilmi ah perlu kiranya kita mengetahui penge1iian tentang teori 

pada seti ap elisiplin ilmu elapat eli pahami secara fl eksibel, sebab setiap 

pakar berpedoman paela wawasan disiplin ilmunya masing-masing dalam 

menjelaskan teori dan merumuskan definisi-definisi yang beraneka ragam. 

Demikian apabila kita hayati maknanya secara mendalam, pada hakikatnya 

mengandung unsur-unsur yang tidak bertentangan satu dengan yang lain. 
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Ada beberapa defini si atau pengerti an tentang teori yang di kemukakan 

berbagai pakar, namun dalam hal ini menggunakan defi ni si cl an fu ngs i teori 

yang dikemukakan oleh seorang pakar Sarwono yang secara tegas 

mengatakan bahwa : "defini si dan fungsi teori acl alah serangkaian hipotesa 

atau preposisi yang saling berhubungan tentang gej ala atau fenomena " . 

Selanjutnya Sarwo no juga menyampaikan tentang pengerti an atau defini si 

teori yang eli kemukakan oleh pakar-pakar lainnya adalah sebagai berikut : 

"dari berbagai defini s ilah dapat eli simpulkan bahwa teori di satu pihak adal ah 

ringkasan fakta-fakta dan eli pihak lain mem pakan perkiraa n tentang imp likas i 

(akibat) dari fakta-fakta tersebut dan kemungkinan hubungan antara fakta-

fakta tersebut. 

Suatu teori pacl a hakekatnya merupaka n hubungan antara dua fak ta atau 

lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-ca ra tertentu . Pada das~unya 

H ukum Pidana dapat di tinj au dari m ang lingkupnya yaitu Hukum Pidana 

bersifat luas dan sempit. Berdasarkan pendapat Enceschede Heidj er yang 

melihat dari sisi Hukum Pidana sebagai Obj ek Studi , mer1.urut metodenya 

Hukum Pidana dapat di bedakan menj adi : 

1) Ilmu Hukum Pidana Sistematik . 

2) Ilmu Hukum Pidana berdasarkan Pengalaman. 

3) Filsafat Hukum Pidana. 

Para pakar hukum mengemukakan pendapatnya tentang definisi Hukum 

Pidana, untuk mengetahui tentang definisi dari Hukum Pidana, untuk 
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mengetahui defini si Hukum Pidana agar lebih sempurna, maka terlebih 

dahulu kita melihat pendapat-penndapat para paka r. 

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran­

pelanggaran dan kejHhatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Dengan 

ancaman hukuman yang merupakan suatu pencleritaan atau siksaan. 

Berdasarkan clefinisi tersebut cliatas clapat clikatakan clisini bahwa 

Hukum Piclana di maksuelkan untuk mengatur tentang pelanggaran clan 

kejahatan terhaclap norma hukum yang clapat merugikan kepentingan umum 

bahkan kepentingan Ncgara. Dengan keteran gan eli atas maka permasalahan 

Hukum Piclana eli bagi menjacli clua yaitu : 

a. Baclan dan Peraturan Perundang-uncl angan Negara seperti Negara, 

Lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri , Undang­

undang, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. 

b. Kepentingan Hukum tiap manusia yaitu meliputi J!Wa, raga, 

kemerdekaan, kehonnatan dan hak milik. 

Di lihat dari konteksnya, perbuatan yang dapat eli kategorikan sebagai 

perbuatan melawan hukum dapat eli bagi menj acli dua yaitu : 

a. Pelanggaran aelalah suatu tindakan yang mengenai hal kecil atau 

ringan yang dapat eli ancam dengan hukuman denda. Misalnya, 

seorang supir yang tidak memiliki SIM yang kemudian eli nyatakan 

melanggar Undang-undang Lalu Lintas. Hal yang seperti inilah 

yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring) . 

Pelanggaran Oleh Warga..., Diana Fitriana, Fakultas Hukum 2012



. . . 

J 

18 

b. Kejahatan adalah mengenai tindakan yang berdampak besar hingga 

dapat berakibat fatal bagi orang lain, seperti contoh tindak 

kejahatan Pembunuhan, Penganiyaan, Penggelapan, Penipuan, 

Pencurian dan lain sebagainya. 

A. Keimigrasian. 

a) Definisi Keimigrasian . 

Pengertian dari Keimigrasian menurut Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 pasal l ayat I tentang 

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau 

keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka 

menjaga tegaknya kedaulatan negara . 

b) Ketentuan tentang Keimigrasian. 

Pengaturan clan pengawasan terhadap orang asing yang akan 

datang dan berkunjung ke Indonesia baik sebagai turis atau bekerja, 

oleh karena itu eli bentuk dan eli keluarkan Undang-undang No. 9 

T~hun 1992 tentang Kemigrasian dan Peraturan Pemerintah No. IS 

Tahun 2005 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian eli 

tambah lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan. 

Peraturan Pemerintah yang terakhir ini dalam praktek nya memiliki 

potensi dan kewenangan untuk menJanng para pelaku 

panyalahgunaan dokumen-dokumen Keimigrasian yang di lakukan 
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oleh Warga Negara As ing yang masuk atau telah berada dalam 

Wilayah hukum Negara Republik Indones ia. 

Bagi Warga Negara Asing yang berada eli Wilayah Indonesia, wajib 

melc. kukan hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang telah eli tetapkan clalam 

Unclang-unclang Keimigrasian , sebaga i berikut : 

1) Seperti tercantum dalam pasal 9 ayat ( 1) Undang-Undang 

Keimigrasian No.6 Tahun 20 11 yaitu: 

" Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib 
m e1alui pemeriksaan yang eli lak ukan oleh Pejabat Tmi grasi eli 
Tempat Pemeriksaan Imigrasi" . 

Dan juga pacta pasal 7 1 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 

20 11 yaitu : 

" Setiap orang as ing yang berada eli Wilayah Indones ia wajib : 

(a) Memberikan segala keterangan yang eli perlukan m engenai 

iclentitas cliri dan/atau keluarganya serta m elaporkan seti ap 

perubahan status sipil, kewargangaraan, pekerj aan, penjamin, 

atau perubahan alamatnya kepacla Kantor Imigrasi setempat; 

a tau 

(b) Memperlihatkan clan menyerahkan Dokumen Petjalanan atau 

lzin Tinggal yang dimilikinya apabila climinta oleh Pejabat 

lmigrasi yang bertugas clallam rangka pengawasan 

Keimigrasian." 

Hal ini clapat membantu tugas Pejabat Imigrasi dalam melakukan 

Pendataan terhadap keluar masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia. 
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Sistem penenmaan Warga Negara Asing di Indonesi a yang dahulu 

merupakan Open Politic (penerimaan terbuka) menjadi Selektif Politik. 

Artinya tidak ada lagi begitu mudahnya Warga Negara Asing masuk ke 

Indonesia yang mengakibatkan timbulnya banya knya permasalahan. Mereka 

yang diizinkan masuk bersifat selektif dan tidak membahayakan sistem 

ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan bagi bangsa Indonesia sendiri . 

Bagi Warga Negara Asing yang di anggap telah terbukti melakukan 

tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) , (2) dan (3) 

Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 20 11 tentang Tindakan 

Administratif Keimigrasian, maka dapat diajukkan ke Pengaclilan dan 

sebelumnya dapat dimasukkan ke karantina lmigrasi apabila be1um hab is 

masa berlaku Izin Keimigrasian nya. 

Untuk lebih memahami tentang pelanggaran atau tindak kejahatan yang 

dil akukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Indonesia terutama 

mengenm Izin Keimigrasian, maka berikut adalah jenis-jenis 12111 

Keimigrasian yang dapat diberikan Pejabat Imigrasi Indonesia kepada Warga 

Negara Asing sesuai dengan perijinan atau kebutuhannya. 

B. Visa. 

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia yang menyetujui 

persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke 

Wilayah Indonesia. 
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Dan setiap warga negara asing yang hendak memasuki wilayah 

Indonesia wajib memiliki visa. 

Telah tercantum pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 pasal 6 ayat 

dan 2 tentang Keimigrasian sebagai berikut : 

Ayat 1 : 

" setiap orang asmg yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki 
visa" . 

Ayat 2: 

" visa diberikan kepada orang asmg yang maksud dan tujuan 
kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan 
menimbulkan gangguan terhadap ketertiban cl an keamanan 
nasional". 

Menurut pembaruan Uliclang-Unclang Keimigrasian No. 6 Tahun 20 1 I 

pasal 34 , Visa tercliri atas berbagai keperluan yaitu : 

a) Visa Diplomatik. 

b) Visa Di nas. 

c) Visa Kunjungan clan 

cl) Visa Tinggal Terbatas. 

Dengan clefinisi sebagai berikut : 

a) Visa Diplomatik. 

Tercantum clalam pasal 35 Undang-Undang Keimigrasian 

Nomor 6 Tahun 2011, yaitu : 

"Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang 
paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah 
Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat cliplomatik". 
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b) Visa Dinas. 

Tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Keimigrasian No. 

6 Tahun 20 11, yaitu : 

" Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor 
cl inas dan paspor lain yang akan melakukan pcrja lanan ke 
Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanaknn tugas resmi 
yang tidak bersifat diplomatik dmi pemerintah as mg yang 
bersangkutan atau organisasi internasional " . 

c) Visa Kunjungan. 

Tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Keimigrasian No. 

6 Tahun 20 11 , yaitu: 

" Visa kunjunga n diberikan kepada Orang Asing ya ng akan 
melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia clalam rangka 
kunjungan tugas pemerintahan, pencliclikan, sos ial budaya, 
pariwisata, bi snis, keluarga, jurnali stik, atau singgah untuk 
meneruskan perjalanan ke negara lain ." 

d) Visa Tinggal Terbatas. 

Tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 

Tahun 2011, yaitu : 

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing : 

a) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli , pekerja, peneliti, pelajar, 

investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang 

kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan 

melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat 

tinggal dalam jangka waktu yang terbatas 

b) Dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas kapal , alat apung, 

atau instalasi yang beroperasi eli Wilayah perairan nusantara, 
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!aut teritori al, landas kontinen, dan Zona Ekonom i Eksklusif 

Indones ia. 

Visa ini dapat diberikan kepacla W arga Negara As in g untuk 

tinggal eli Wilayah Negara Republik Indonesia paling lama I (satu) 

tahun terhitung sejak tanggal eli berikannya iz in masuk eli Wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

C. Paspor. 

Menurut pasal 1 (satu) ayat 16 Undang-Unclang Keimigrasian No. 6 

Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum, yang eli maksucl dengan paspor 

atau surat perjalanan acl alah clokumen yyang clikeluarkan oleh pemerintah 

Republik Indonesia kepacla warga negara Innclonesia untuk J;}elakukan 

perjalanan antar negara yang berlaku selama j angka waktu te1ientu. 

Paspor sebagai dokumen resmi yang clikeluarkan oleh pejabat 

negara memiliki berbagai macam sesuai clengan kebutuhannya, hal ini 

tercantum dalam pasal 24 ayat 2 (dua) Undang-Undang Keimigrasian 

No.6 Tahun 2011 yaitu : 

a) Paspor cliplomatik. 

b) Paspor clinas. 

c) Paspor biasa. 

Dengan penjelasan definisinya sebagai berikut : 

a. Paspor Diplomatik. 

Tercantum dalam pasal 25 ayat 1 (satu) Undang-Undang 

Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yaitu: 
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"Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia 
yang aka n me lakubn petj alanan ke luar W iL1 y~th Indonesia 
dalam rangka penempatan atau pe1jal anan ttt gas ya ng bersifat 
di plomatik" . 

b. J>a spo r· Dinas. 

Tercan tum da lam pasa l 25 ayat 2 (dua) Undang-Undang 

Keimigrasian Nomor 6 Tahun 20 11 yaitu : 

"Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang 
akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indones ia dalam 
rangka penempatan atau petjalanan dinas yang tidak bersifat 
diplomatik" . 

c. Paspor Biasa. 

Tercantum dalam pasal 26 ayat 1 (satu) Undang-Undang 

Keimigrasian Nomor 6 Tahun 20 11 yaitu : 

·'Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia" . 

Menurut pasal 25 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 

Tahun 20 11 membahas tentang penerbitan paspor Diplomatik dan paspor 

Dinas hanya diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Dan dalam pasal 26 ayat 2 

(dua) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 20 11 tentang penerbitan 

Paspor biasa diterbitkan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk . 

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 

2011 Keimigrasian merupakan suatu pelanggaran Keimigrasian. Sanksi 

terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran termasuk 

pelanggaran Keimigrasian. Sanksi terhadap Warga Negara Asing yang 
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melakukan pelanggaran keimigrasian secara tegas diatur pasal 122 Undang­

Undang Keimgrasian Nomor 6 Tahun 20 II yang tertuli s: 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (l ima) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): 

a. Setiap Orang Asing yang cl engan sengaja menyalahgunakan atau 

melakukan kegiatan yang tidak sesuai clengan maksud clan tujuan 

pemberian izin tinggal yang cliberikan kepaclanya. 

b. Setiap orang yang menyuruh atau rnemberikan kesempatan kepacla 

Orang Asing menyal ahgunakan atau melakukan kegiatan yang ticlak 

sesuai clengan maksucl clan tujuan pemberian izin tinggal yang 

diberikan kepaclanya. 

Apabila penyalahgunaan visa yang clilakukan oleh Warga Negara Asing 

dan cli anggap sebagai sesuatu yang berbahaya atau patut clicluga berbahaya 

bagi keamanan clan ketertiban serta ticl ak menghom1ati atau mentaati 

ketentuan perunclang-unclangan yang berl aku . Oleh karena itu kepacla pelaku 

clapat dikenakan tindakan keimigrasian. Pengerti an T indakan Admini stratif 

Keimi grasian clalam pasal 75 Unclang-Unclang Keimigrasian No.6 Tahun 

2011 aclalah tinclakan administratif dalam biclang Keimigrasian diluar proses 

peradilan. 

Tindakan Administratif Keimigrasian yang cliberikan kepada Warga 

Negara Asing yang melakukan pelanggaran visa sepenuhnya menjadi 

kewenangan Menteri Kehakiman melalui Ditjen lmigrasi yang berwenang 
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Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 20 ll sesuai dengan pasal 75 

ayat 2 (clua) yaitu dapat berupa : 

a. Pencantuman dalam dattar Pencegahan atau Penangkalan. 

b. Pembatasan, perubahan , atau pemabatalan iz in tingga l. 

c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu eli 

Wilayah Indonesia. 

d. Keharusan untuk betiempat tingga l eli suatu tempat tertentu eli 

Wilayah Indonesia. 

e. Pengenaan biaya beban. 

f. Depo11asi elari Wilayah Indonesia. 

Penyalahgunaan visa merupakan tinelakan pidana ya ng elianggap 

melanggar ketertiban umum yang eliatur elalam ketentuan pidana, tetapi 

kerena memiliki pengaturan secara khusus, maka sanksi bagi pelaku akan 

dikenakan ketentuan berupa ancaman pielana. 

Penyalahgunaan visa yang dimaksud merupakan salah satu bentuk 

kejahatan dibidang keimigrasian, di samping terdapat bentuk kejahatan 

keimigrasian lainnya. Hal semacam ini terjadi apabila merupakan ketentuan 

pidana yang bersifat khusus dlam arti secara lebih !r..husus mengatur perilaku 

yang sebenamya telah diatur didalam ketentuan pidana. Ketentuan pidana 

khusus yang diberlakukan atau berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan 

Lex Specialis Derogat Lex Generalis. 

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur diluar dari ketentuan Pidana 

Umum, maka ketentuan-ketentuan tersebut disebut dengan Pidana Khusus. 
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Pidana Khusus diberlakukan karena ketentuan-ketentuan didalam Piclana 

Umum ticlak mengatur secara jelas. Maka membutuhkan ketentuan-ketentuan 

piclana lain yang lebih jel as pengaturannya atau membutuhkan penj abaran 

yang lebih terperinci lagi sehingga semakin j elas. 

2. Kerangka Konseptual. 

Hukum aclalah sarana yang eli clalamn ya terkanclung nilai-nilai atau 

konsep-konsep tentang kenclilan , kebenaran , kemanfaatan sosia l cl an 

kandungan hukum ini bers ifat abstrak . Penegakan hukum pada hakekatn ya 

merupaka n penegaka ide-ide J. tau konsep-konsep yang abstrak itu. 

Penegakan hukum secara konkret merupakan bcrl akunya hukum positif 

cl alam praktek sebagaimana seharusnya clipatuhi. Oleh karena itu 

memberikan keadilan dal am suatu perkara berart i memutuskan perkara 

dengan menerapkan hukum dan menemukan bukum secara nyata dalam 

mempertahankan dan menjamin dipatuhiP.ya hukum materiil dengan 

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum fonn al. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan b anyak ha. 

Oleh karena itu keberhasilan ppenegakan hukum akan dipengaruhi oleh 

hal-hal tersebut. Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum, yaitu: 

1. Fak:tor hukumnya sendiri. 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk 

maupun yang menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
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4. Faktor masyarakat, ya itu lingk ungan climana hukumtersebut 

berlaku clan cliterapkan. 

5. Faktor kebuclayaan, yaitu sebaga i basil karya, cipta clan rasa yang 

cliclasarkan pacla karsa manusia cl alam perga ulan hiclup .1 1 

Penegakan hukum khususnya hukum piclana apabila clilihat clari suatu 

proses kebijakan maka penegakan hukum pacla hakekatnya merupakan 

penegakan kebij akan melalui bebrapa tahap, yaitu : 

a) Tahap Formulasi 

b) Tahap Aplikasi 

c) Tahap Eksekusi 

Dapatlah clikatakan bahwa keti ga tahap kebijakan penegakan hukum 

pidana tersebut terkanclung diclalamnya ti ga kekuasaan atau kewenangan, 

yaitu kekuasan Legislatif pacla tahap formulasi yaitu kekuasaan legislatif 

dalam menetapkan atau m erumuskan perbuatan apa yang clapat dipidana 

dan sanksi apa yang clpat clikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif 

ditetapkan sistem pemidanaan, pacla hakekatnya sistem pemiclanaan ini 

merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan piclana. Yang 

kedua adalah kekuasaan Yudikatif pacla tahap aplikasi dalam menerapkan 

hukum pidana, dan yang ketiga aclalah kekuasaan Eksekutif pada tahap 

Eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana. 12 

11 Soetjono Soekanto, Faktor-faktor yang rnempengaruhi Penegakkan Hukum, 
Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm.4-5 . 

12 Barela Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukurn dan 
Pengernbangan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005 , hlm.30 . 
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Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan 

. t' 13 repres1 . 

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan landasa n cti s dan 

moral. Penegasan ini bukanl ah tidak beralasan, selama kurun waktu leb ih 

dari empat dasawarsa bangsa ini hidup clalam ketakutan, ketidakpastian 

hukum dan hidup dalam tekanan yang tidak sempuma antara sesamanya. 

Apa yang sesun gguhnya dialami tidak lain acla lah pencab ikan moral 

bangsa sebagai akibat dari kegagalan bangsa ini dal am m enata manaj emen 

pemerintahannya ya ng berlandaskan hukum. Penegakan hukum aclalah 

proses yang tidak sederhana, karena didalamnya terlibat subj ek hukum 

yang mempresepsikan ht1kum menurut kepentingan mas ing-mas ing, faktor 

moral sangat berperan dalam menentukan corak hukum suatu bangsa ata u 

negara. Hukum dibuat tanpa lanclasan moral dapat clipas tikan tujuan 

hukum yang berkeadilan ticlak mungkin akan terwujucl. 14 

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum konvensional, dpaat 

mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istil ah itu clapat 

mempunyai arti dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah 

tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga 

dalam istilah sehari-hari eli bidang pendidikan, moral, agama dan 

sebagainya. 

13 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Yogyakarta ; 
Pustaka Pelajar, 2005, hal.lll. 

14 M. Husni, Moral dan Keadlan sebagai landasan penegakan hukum yang 
responsif. Jumal Equality: 2006,hal.l. 
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Oleh karena itu " pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka 

perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral ya ng dapat 

menunjukkan ciri-ciri atau s ifat-sifat yang khas . 

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut 1111 

dikemukaakan beberapa penclapat atau clefinisi clari para sarjana sebagai 

berikut: 15 

1) Prof. Sudato, SH : 

Yang dimaksud dengan pidana ialah pcnderitaan yang sengaJa 

cliberikan kepacla orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat -syarat te1ientu. 

2) Prof. Roesllan Saleh : 

Piclana aclalah reaksi atas delik, clan ini berwujucl suatu nestapa 

yang clengan sengaja ditimpakan negara pacla pembuat clelik. 

Dari definisi diatas clapatlah clisimpulkan bahwa pi dana 

menganclung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Piclana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 

pencleritaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang ticlak 

menyenangkan. 

b) Piclana itu diberikan dengan sengaaj oleh orang atau baclan 

yang mempunyai kekuasaan ( oleh yang berwenang) . 

c) Pi dana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 

tindak pidana menurut undang-undang . 

15 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori Kebijakan Pidana, Cetakan Ke-2 
Bandung:Alurnni, 1998, hal.2-4 .. 
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3. Kerangka Pemikiran. 

PUTUSAN NO: 299 K/PID.Sus/2008 

MAHKAMAH AGUNG 

UU NO.9 T AHUN 1992 

DAN 

UU NO.6 TAHUN 2011 

TENTANG KEIMIGRASIAN 

~.-

PERA TURAN PEMERINT AH 

NO. 34TAHUN 1994 

TENTANG VISA, IZIN MASUK 
DAN IZIN KEIMIGRASIAN 

PENERAPANSANKSIDALAM 

PUTUSAN PENGADILAN 
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l 
KUHP 
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E. !VIetode Penelitian. 

J . .Jenis dan Pendekatan Penelitian. 

Penelitian ini merupakan jeni s penelitian deskriptif-analitis yaitu 

mengelaborasi dan mengali sis masa lah agar tergambar pemahmnan 

tentang masalah tersebut. 

Dalam penel{iian ini , peneliti menggunakan metode penelitian hukum 

normati f yaitu suatu metode dengan men gkaji nonna-nonna hukum atau 

peraturan pemndang-undangan yang berl aku dan mengali sis masalah. 

2. Bahan Hukum. 

Bahan hukum yang digunakan, ya itu bahan hukum pnmer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier : 

a. Bahan-bahan hukum primer, ya itu Undang-und ang No. 9 Tahun 

1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Unda ng No. 6 Tahun 20 11 

dan Peraturan pelaksananya, dan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang terkait dengan kebijakan masalah keimigrasian; 

b. Bahan-bahan sekunder, yakni: buku-buku, lapo1an pei1elitian, 

artikel ilmiah, dan intemet ya ng berkaitan dengan persoalan 

Hukum dan Keimigrasian 

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum. 

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 
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Yakni melakukan penelti an dengan berbagai sumber bacaan 

atau tulisa seperti : buku, maj alah , intem et, penclapat sa rj ana dan 

bahan-bahan kuli ah lainnya yang berkaitan erat dengan pokok 

bahasan atau permasalahan clalam skripsi ini. 

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum. 

Data bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, dikl asifikasi , dan 

disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang selanjutnya 

dijadikan sebagai bahan hukum primer/sekuncler. 

F. Sistematika Penulisan. 

Hasil peneliti an di atas akan di susun mengikuti sistcmatika bab penelitian 

sebagai berikut : 

Bab Kesatu menguraikan Jatar belakang masa lah, icl entifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori , kerangka 

konsepsional , dan kerangka pemikiran, dan metode penelitian dan sistematika 

penelitian. 

Bab Kedua menguraikan tentang Regulasi Kebijakan Izin Tinggal Orang 

Asing di Indonesia. Uraian tersebut memuat subbab tentang Pengertian dan 

Dasar Hukum Kemigrasian, Pengaturan Keberadaan Orang Asing yang 

Masuk dan Keluar di Wilayah Indonesia, pengawasan keimigrasian clan 

tindakan administratif, Tata Cara Pe1mintaan, Persyaratan, Pemberian dan 

Penolakan Visa. 

Bab Ketiga merupakan urman tentang putusan pengadilan tentang 

pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di 

Pelanggaran Oleh Warga..., Diana Fitriana, Fakultas Hukum 2012



. -

34 

Indonesia. Uraian ini memuat tentang pos ita atau duduk perkara, petita atau 

putusan dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan. 

Bab Keempat Pembahasan dan Anal is is Hasil Pene liti an. Memuat uraian 

tentang pengaturan mengenai izin keimigrasian clan clasar-d asar penjatuhan 

piclana terhaclap pelanggaran iz in keimigrnsian eli Indonesia dan dasar-dasar 

petiimbangan hakim dalam putusannya terkait pelanggaran izin keimigrasian 

yang dilakukan oleh Warga Ncgara Asing, apakah sudah sesuai dengan 

prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Bab Kelima sebagai bagian penutup dari penelitian ll1I memuat tentang 

kesimpulan penelit ian dan saran . 
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